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PERATURAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 123 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN

JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKCTA JAKARTA,

Menimbang Ioa

Mengingat ot

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemarintahan antara Pemearintah,
Pemerintahan Daersh Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi

dilaksanakan alsh Pemerintsh Daerah Provinsi Bidang Perhubungen
Laut;

balwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huraf  a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penyelanggaraan dan Pengusahaan Jasz Pengurusan Transportasl:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintaban
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

Undang-Undang Nomar 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik indonesla;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;




Menetapkan

10,

1",

12.

13.

14

15.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan:

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antars Pemerintah, Permerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Paraturan Pemirintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 1888
tentang Jasa Pengurusan Transportasi:

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Kereta Apl, Sungal dan Danau serta
Penysberangan di Propinsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Peraturan Dasrah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Gubemur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisas! dan

Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Dastah Khusus Ibukota
Jakarta;

MEMUTUSIKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI,

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dangan :

1.
2.

Daerah adalah Provins| Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubemur beserta Perangkat Daerah

sebagsi unsur penyelanggara pemerintahan daersh,

JGukt;emur adalah Kepala Dasrah Provinsl Daerah Khusus (bukota
akarta.

Dinas Perhubungan yang sslanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Perhubungan Provinsi Dasrah Khusus Ibukota Jakarta.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Badan Hukum Indonesia (BHI) adaiah Badan usaha vanyg dimiliki

oleh Negara/Daerah atau swasta yang berbentuk Perserocan
Terbatas (PT).




Jasa Pengurusan Transportasl (freight forwarding) dalam
Peraturan Gubernur ini adsiah Usaha vang ditujukan untuk
mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua
keglatan yang dipetiukan bagi terlakeananya pengiriman dan
penerimaan barang melalui transportasi darat, laut atau udara
yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penylmpanan, sortasi,
pengepakan, pehandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan
penyelesasian dokumen, penerbitan  dokumen angkutan,
perhitungan biaya angkutan, klalm, asuransi atss pengiriman
barang seria penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya
berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai
dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

BAB 1)
PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
Bagian Pertama

Persyaratan Usaha

Pasal 2

() Untuk dapat melakukan kegiatan usaha Jasa Pengurusan

2)

(3

(4)

Transportasi  harus memiliki lzin Usaha Jasa Pangurusan

Trangportasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.

Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi diberkkan kepada
perusahaan Persercan Terbatas (PT) yang khusus didirlkan untul
kegiatan usaha Jasa Pengurusan Transportasi,

Perusahaan Jasa Pengurusen Transportasi yang telah mendapat
izin usaha sabagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan
memenubi ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dl dalam Surat

Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memenuhi persyaratan sebagat barikut :

a. memilki akta pendirian yang disahkan oleh Instansi vang
berwenang;

b. memiliki modal disetor sebasatr Rp 200.000.000,00 {(dua ratus
juta rupiah);

c. seaham-saham perusahaan seluruhnya dimiliki oleh Warga

Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, apabila
terdapat modal asing harus mendapatkan izin pringip dari
Instansi yang berwenang (BKPM);

d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan yang masth
baraku;

e. memilikl Nomor Pokok Wallb Pajak (NPWP); _

f.  memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli di
bidang kepabeanan bagi Perusahaan Jasa Pengurusan
Transportasi Intemasional: dan

g. rekomendasi dari Asosiasi Perusahaan Jasa Pengurusan

Transportasi yang dlakui pemerintah dan Kamar Dagang dan
Industri (KADIN).




Pasal 3

(1) Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut {EMKL) dan Ekspedisi

@

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2}

Muatan Pesawat Udara (EMPU) yang telah memilik kzin usaha,
tanpa harus mendirikan Perseroan Terbatas yang khusus didirikan
untuk kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dapat meminta Izin Usaha Jasa
Pengurusan Transportasi.

Permintaan |zin sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diajukan oleh
Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) danfatau

Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) kepada Dinas
Perhubungan.

Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan/atau
Ekspedisi Muatan Pesawat Udama {(EMPU) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tetap harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

Pasat 4

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Nasional atau Badan
Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan
keria sama dengan perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
Asing, Badan Hukum Asing atau Warga Negara Asing, dalam
bentuk usaha patungan {joint venture) dengan membentuk
pefusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Nasiona).

Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dilakukan oleh usaha
patungan {joint venture) sebagaimana dimakewd pada ayat (1),
walib memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
(SIUJPT).

Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4).

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Usaha

Pasal &5

Permohonan Lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi secbagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diajukan kepada Kepala Dinas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan Gubemur ini.

Izin usaha diberlkan oleh Kepala Dinas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran |l Peraturan Gubemur ini.




(3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayst (2) diberikan dalam
jangka wakiu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kesja
setelah permohaonan diterima secara lengkap.

Dalam hal permohonan fzin usaha ditolak oleh Pejabat Pemberi izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memberikan Jawaban
tertulis mengenai alasan penolakan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran NI Paraturan Gubernur.,

Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat {(4),
dapat diajukan kembali satelah pemohon melengkapi persyaratan
sebagaimana dimeksud pada Pasal 2 ayat (4).

Bagian Ketiga
Pengelolaan Usaha
Pasal 6
Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Asging yang baroperas|
di wilayah Provinsi DK| Jakarta wajib menunjuk Perugahaan Jasa
Pengurusan Transportasi Nasional sebagai mitra dan/atau agen.

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Asing tidak dapat
mengalihkan keagenan ke perusahaan lain tanpa ada persetujuan

dari Dinas Perhubungan dan Asosiasl Perusahaan Jasg .

Pengurusan Trensporiasi vang diakui pemerintah dan Kamar
Dagang dan Industri (KADIN).

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi vang membuka cabang
dl wilayah Provinsi DK) Jakarta harus mendapat rekomendasi dari
Kepala Dinas Perhubungan dan waijib melapor ke Dinas
Perhubungan dan Asosiasi  Perusahaan Jasa Pengurusan

Transportasi yang diakui pemerintah dan Kamar Dagang dan
Industr (KADIN).

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang innya
dikeluarkan Dinas Perhubungan yang akan membuka cabang dl

luar wilayah Provingl DKI Jakarta harus meminta rekemendasi dari
Kepala Dinas.
BAB i
TARIF PELAYANAN JASA

Pasal 7

Besaran tarif pelayanan Jasa Pengurusan Transportasi berdasarkan
kesepakatan antara pengguna dan pemakai jasa seeuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,




BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 8

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, harus memenuhl kewajiban
sabagai berikut :

menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasl

yang diakui Pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
rmemenubl semua kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha:

melakukan kegiatan usahanya, selambat-lambatnya 8 (enam) bulan
satelah izin usaha diterbitkan:

melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal
izin dikeluarkan;

menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional perusahaan

kepada Pejabat Pember Izin, sebagaimana iorcantum dalam
Lampiran IV Peraturan Gubsemur ini;

menyampaikan laporan {ahunan kegiatan operaslonal perusahaan
kepada Pejabat Pember Izin, sebagaimana tercantum dalam
Lamplran V Peraturan Gubemur ini;

melaporkan kepada Pejabat Pemberi lzin, setiap kali torjadi
perubahan anggaran dasar perusahaan, nama/alamat perusahaan,
NPWP. nama dan alamat Direktur Utama/Penanggungjawab
Perusahaan, selembat-lambatnya 14 (empat balas) har setelah
terjadinya perubahan tersebut:

ikut menciptakan hubungan ketja sama operasional dengan pihak
manapun yang berkaitan dengan kegiatan Jasa Pengurusan
Transportasi;

mematuhi dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja di
lingkungan kegiatan perusahaannya dan terhadap semua tenaga
kerja yang dipekerjakan;

mendidik dan melatih keterampilan pegawai agar tercapai efektivitas
dan efisisnsi kerja; dan

melaporkan kegiatan operasional sesual materl yang diminta cleh
dan kepada instansi yang berwenang untuk kepentingan pengumpulan
data dan statistik,

Pasal 8

lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi berlaku selama perusahaan
yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan akan
dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun.




Pasal 10

(1) Penisahaan Jasa Pengurusan Transporasi wajib  melaporkan
kegiatannya kepada Dinas Perhubungan secara periodil,
selanjutnya Dinas Perhubungan melakukan evaluasi keseimbangan
antara volumelarus barang dan jumiah perusahaan sarta
mengumumkan hasilnya secara berkala.

(2} Dalam hal tolah terjadi ketidakseimbangan antara volume/arus
barang dan jumlah perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi,
Dinas Perhubungan tidak akan menerbitkan izin bar: stac
menghentlkan sementara penerbitan Izin Usaha Jesa Pengurusan

Transportasi,
BAB V
TANGGUNG JAWAB
Pasal 11

(1) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi bertanggung jawab
pada semua hal yang telah dipetjanjikannya dengan barbagai pihak
dan wajib menyelesaikan segala tuntutan vang sah.

(2) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi bertanggung jawab
atas segala akibat yang ditimbulkan dari penglriman barang yang
menggunakan dokumen-dokumen yang telah diterbitkannya.

(3) Perusahaan Jasa Pengurusan Trangporiael bertanggung jawab
atas penyerahan barang-barang yang diurusnya sesuai syarat-
Syarat umum yang berlaku bagl perusahasan Jasa Pengurusan
Transportasi dan hants menutup asurans! usaha Jasa Pengurusan
Transportasi yang memadai,

Pasal 12

Perusahaan Jasa Pengurusan Transporiasi wajib mengetatui dan

bertanggung jawab terhadap kebenaran legalitas pemilik barang.

Pasal 13

Untuk mengurangi rigiko tanggung jawab serta menjamin pihak-pthak
yang dirugikan, Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasl dapat
mengasuransikan tanggung jawabnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

(1) lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dicabut, apabila fidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Pencabutan Izin  Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas.




Pasal 15

(1) Pencabutan zin {isaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana
dimaksud dalar. Pasal 14 ayat (1), dilakukan medalui proses
peringatan ltertulis  sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan
tenggang waktu 1 (satu) bulan, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI Peraturan Gubemur ini.

(2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diindahkan, ditanjutkan dengan pembekuan izin usaha untuk jangka

waktu 1 {satu} bulan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vil
Peraturan Gubsermnur ini,

(3) Jika pembekuan sebagsimana dimaksud pada ayat (2), habis

jangka waktunya dan fidak ada upaya perbaikan, maka izin usaha

dicabut oleh Kepala Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vil
Peraturan Gubemur ini,

Pasal 16

Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasl dapat dicabut tanpa melalui
proses peringatan dan pembekuan Izin usaha, dalam hal perusahaan
yang bersangkutan :

a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara,
berdasarkan keputusan dari instansl berwenang;

b. membubarkan diri atau pailit, berdasarkan keputusan dari instansi
berwenang;

c. memperoleh izin usaha secara tidak sah;

d. tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata, selama 6 {bulan)

berturut-turut; dan
e. melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari usaha pokoknya.

BAB VI

SISTEM INFORMASI USAHA JASA
PENGURUSAN TRANSPORTASI

Pasal 17

(1) Dalam rangka penentuan arah kebiaksanaan daerah dan
usaha Jasa Pengurusan Transportasi, diselenggarakan Sistem
Informasi Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.

(2} Untuk terlaksananya Sistem Informasi kegiatan Jasa Pengurusan
Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap
perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, wajib menyampaikan
laporan data secara periodik kepada Kepala Dinas dan instansi
terkait lainnya.




BAB Vil
PENGAWASAN

Pasal 18
Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubemur ini dilakukan
oleh Dinas Perhubungan.

BAB 1X

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Bagi Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang telah menjalankan
kegiatan uszha, wajib menyesuaikan perizinannya sesual dengan
Paraturan Gubernur ini dalam jangka waktu 1 (satu) tabun sejak
dlundangkannya Peraturan Gubemur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Gubemur Inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sellap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2010

GUBERNUR PRQVINSI DAERAH KHUSUS

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 1 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINS|I DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

-

AYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 128




Lampiranl:  Peraturan Gubesmur Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta

Nomor 123 TAHUN 2410
Tanggal 25 Juni 2010

Nomor Jakanta, ..o
Lampiran
Hal : Permohonan Surat Izin Usaha Kepada
Jasa Pangurusan Transportasi
Yth. Kepala Dinas Parhubungan
Provinst DKI Jakarta
dl
Jakarta

Dengan memperhatikan Peraturan Gubemur Nomor ....... Tahtfy oo,
tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jaga Pengurusan Transportasi,

dengan ini saya mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan
Transportasi.

Sebagai bahan pertimbangan, tedampir disampalkan 1 (satu) berkas
dokumen untuk melengkapi pemnohonan dimaksud :

Salinan Akta Notaris Pendirian Perusahaan.
Bukli kepemilikan modal usaha.

Fotokopi NPWP Perusahaan,

Surat Keterangan Domisili Perusahaan.

Bukti memiliki tenaga ahli di bidang kepabeanan bagi perusahaan JPT
Intemnasional,

izin PMA dari BKPM (bagi perusahesan berbentuk usaha patunganioint
vanture},

pocoe

-

Demikian permohonan saya, bilamana disetujul saya menyatakan bersedia

memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-urdiangan yang beraku di
bidang kegiatan tersebut,

Pemohon,

Direktur/Pimpinan/Penanggungjawab
Tembusan ;

1. Dirjen Perhubungan Laut

2. Difen Perhubungan Darat
3. Dijen Perhubungan Udara

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS




Lampiran il . Peraturan Gubemur Provinsl Daerah Khusus
[bukota Jakarta

Nomor 123 TAHUK 2010
Tanggal 25 Juni 2010

PEMERINTAH PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN

SURAT IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

(SILJPT)
Berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor ... Tahun ...... tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
Berdasarkan surat permohonan PT ... Ltanggal ... LNOMOT S oo,

diberikan Surat lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT), kepada

Nama Perusahaan
Alamat

Nama Pemilik/Penanggung Jawab
Alamat

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) @ e
Kewajiban Pemegang Izin adalzah

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Jasa Pengurusan
Transportasl,

2. Bertanggung jawab atas :

a. Semua hal yang telah diperjanjikan dengan berbagai pihak dan wajlb menyelasaikan
segala tuntutzn yang sah.

b. Segala akibat yang ditimbulkan aoleh pengiriman barang yang menggunakan dokumen-
dokumen yang telah diterbitkannya.

¢. Penysrahan barang-barang yang diangkut sesuai persyaratan umum yang berfaku bagl
perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

d. Laporan yang disampaikan/diminta cleh Kepala Dinas Psrhubungan,
3. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan :

a. Setlap kali terjadi perubahan anggaran dasar perusahaan, susunan direksi’pengurus
parusahaan.

b. Hal-hal yang bersifat khusus yang terkait dengan kegiatan Usaha Jasa Pengurusan
Transpottasi.

4. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kegiatan opsrasional perusahaan kepada
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

5. Melakukan daftar ulang setiap 2 {dua) tahun terhitung dari tanggal izin dikeluarkan.




Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi {SIUJPT) ini dapat ditinjau atau dicabut
kembali, apabila pemegang SIUJPT ini tidak mematuhi kewajiban dalam SIUJPT ini dan/atau
melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan keglatan usahanya.

Surat |zin Usaha Jasa Psngurusan Transportasi { SIUJPT) ini beriaku sejak tanggal dikeluarkan

sampai dengan selama usaha yang bersangkutan masih bedalan dan untuk seluruh Wilayah
Republik Indonesia.

Ditetapkan di
pada tanggal

NAMA JELAS KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PENANGGUNG JAWAR PROVINS) DK! JAKARTA,

S — ) TN e

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKESTA TA,

FA O




Nomor

Lampiran :
: Penclakan 1zin Usaha Kepada
Jasa Pengurusan Transportas

Hal

Tembusan

Lampiran Nl :  Peraturan Gubsmur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 123 TAHUN 2010
Tanggal 25 Juni 2010

Jakarta, ................

Yth. Direktur/Pimpinan/PenanggungJjawab

di

Jakarta

. Menunjuk surat permohonan Saudara tanggal .................... Nomor ..............

hal Permohonan izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi. Dengan ind
dibertahukan bahwa permohonan Saudsre dimaksud tidak dapat disetujul,
dengan pertimbangan :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sehubungan dengan hal terssbut pada angka 1, Saudara dapat mengajukan

permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan,

- Demikian untuk menjadi makium.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINS| DK! JAKARTA,

CER LI LYY L]

LLERLTERT I TR TRy Y LTI}
NII LLERETERE EL ST P

- Ketua DPW Gafeksi {INFA) DKl Jakarta

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKCTA JAKARTA,




Lampiran IV : Peraturan Gubemur Provinsl Daerah iKhusus
Ibukota Jakarta '

Nomor 123 TAHUN 2010
Tanggal 25 Juni 2010

Nomor Jakarta, ..o,
Larmpiran :
Hal : Laporan Bulanan Kepada
Kegiatan Operasional
Jasa Pengurusan Transportasi Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DK Jakarta
di
 Jakarta
Dengan hormat,

Sesual dengan Peraturan Gubernur Nomor .............. Tahuf voeeeeoeeneen. tertang
Penyelanggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, bersama ini,
PT

................................... melaporkan kegiatan operasional bulangn Jasa
Pengurusan Transportasi sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

Homat saya

(..

Direktur/Pimpinan/Penanggung J

Tambusan :

1. Kadit Lala Ditjen Parhubungan Laut

2. Adpsl Tanjung Priok, Marunda, Sunda Kelapa

3. Adbandara Soetta

4 . Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok
5. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Sukamo-Hatta
6. Ketua DPW Gafeksi (INFA) DK Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUK@ITA JAKARTA,




Lampiran V.  Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 123 TAHUK 2010
Tanggal 25 Juni 2010

Nomor Jakarta, .........cococoeeenin,
Lampiran :
Hai : Laporan Tahunan Kepada
Kegiatan Operasional
Jasa Pengurusan Transportasi Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DK Jakarta
di
Jakarta
Dengan hormat,
Sesuai dengan Peraturan Gubemur Nomor .............. Tahuft ............... tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, bersama ini
PT e -- Melaporkan keglatan operasional untuk Tahun .........
Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana terlampir.
Cemikian untuk menjadl makiurn,
Hormat saya
O
DimktudPimpinaanermnggung Jawab
Tembusan :
1. Kadit Laja Ditjen Perhubungan Laut
2. Adpel Tanjung Priok. Marunda, Sunda Kelapa
3. Adbandara Soetta
4 . Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Petabuhan Tanjung Priok
5. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Sukamo-Hatta
6.

Ketua DPW Gateksi (INFA) DK Jakarta

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKQTA JAKARTA,




Lamplran VI: Peraturan Gubernur Provinsi Desrah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 123 TARUR 2010
Tanggal 25 Juni 2010

CONTOH NOMOR :1

Nomor . Jakanta, ...
Lampiran :
Hal : Peringatan Pertama Kepada
Yth. g_}_ralduﬂPimpinaanenanggurQawah
di
Jakarta
. Menurut Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasl PT .....oovooeieeiienn
aNggal .o NOMOT ... rrmnennnes SGHE
memperhatikan Peraturan Gubemur NOmOr ... TADUN oooeeoonn.
dengan inl dberitahukan bahwa perusehaan Saudara tidak memenuhi
kewajiban khususnya Pasal ................. hunf ............. yaitu ;
- Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor ............. Tahun ..............
Pasal ... ayat ... dan ... apabila dalam 1 (satu) bulan sejak
diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga mementthi kewajiban
sebagalmana tersebut pada angka 1, maka akan diambil tindakan lebih njut
sasuai dengan ketentuan yang berlaku,
. Peringatan ini merupakan PERINGATAN PERTAMA.
. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA,
NIP oo
Tembusan :
1. Dirjen Perhubungan Laut
2. Dinen Perhubungan Udara
3. Dirjen Perhubungan Darat
4. Adpel Tanjung Prick, Marunda, Sunda Kelapa
5. Adbandara Soetta
6. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pslabuhan Tanjung Priok
7. Kepala Kantor P:llgranan Bea dan Cukai Bandara Soekamo-Hatta
8. Ketua DPW Gafekst (INFA) DKI Jakarta

GUBERNUI;{BFHUUINSI DAERAH KHUSUS -

-




2
CONTOH NOMOR : 2
Nomor Jakarta, ..o
Lampiran
Hal : Peringatan Kedua Kepada
Yth. Direktur/Pimpinan/Penanggungjewab
di
Jakarta
1. Menunjuk surat saya tanggal .......................... NOMOE ... nranranrersens
hal Peringatan PerZ’:marlgg

2. Berdasarkan data yang ada pada saya, temyata sampai saat ini perusahaan

Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya sesuai dengan Peraturan

_Gubemur Nomor .............. Tahun .............. Pasal .............. huruf........... yaitu :
J. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubemur Nomar ............... Tahm
.............. Pasal ....... ayat ......... dan ........., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan

sejak.dlterbltkan:r: surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi
kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 1, maka akan diambil tindakan
lebih lanjut sesual dengan ketentuan yang berlaku,

4. Peringatan ini merupakan PERINGATAN KEDUA.
5. Desmikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

KEPAILA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA,
NIP
Tembusan ;
1. Dirjen Perhubungan Laut
2. Dirjen Perhubungan Udara
3. Dinen Perhubungan Darat
4, Adﬁl Tanjung Priok, Marunda, Sunda Kelapa
5. Adbandara Soetta
6. Kepala Kantor Pefayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok
7. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta
8. Ketua DPW Gafeks| {INFA) DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUK TA JAKARTA,




CONTOH NOMOR : 3

Nornor Jakarta, ...,
Lampiran : _
Haj : Peringatan Ketiga Kepada

Yth. EiTrektudPimpirrardPenanggurﬁmh

di

1. Menunjuk surat saya tanggal ........................ Nomor ......
hal Peringatan Kedua.

2. Berdasarkan data yang ada pada saya, temyata sampai saat ini perusahaan
Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya sesuzi dengan Peraturan

Gubemur Nomor .......cce. T3WUR oo, Pasal......hunut.....yaltu
3. Selanjuinya berdasarkan Peraturan Gubemur NOMOr oo Tahun
.............. Pasal ....... ayat ......... dan ........., apabilz dalam waktu 1 (satu) bulan

sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi
kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 1, maka akan diambil tindakan
lebih anjut sesuai dengan ketentuan yang beraku.

4. Peringatan ini merupakan PERINGATAN KETIGA.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINS] DKI JAKARTA,

NIP...........
Termbusan :
Difjen Perhubungan Laut
Dirjen Perhubungan Udara
Ditjen Perhubungan Darat
Adpel Tanjung Priok, Marunda, Sunda Kelapa
Adbandara Soetta
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukal Pelabuhan Tanjung Priok

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekamo-Hata
Ketua DPW Gafeksi (INFA) DKI Jakarta

PNOARLN -

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUK /'




Nomor Jakarta, ..........cccvvomrvirenrinnens
Lampiran :
Hal : Pembekuan Surat Izin Kepada
lJsaha Jasa Pengurusan )
Transportasi (SIUJPT) Yth. E_irrekthfPimplnaan'enanggunajmh
di
Jakarta

Lampiran Yl : Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 123 TAHUN 201G
Tanggal 25 Juni 2010

1. Menunjuk Surat lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)

SO - 1 [+ '+ - | I

2. Perusahaan Saudara tidak memenuhi ratan, khususnya sesuai dengan
s . Pasalya hunf ...........

Peraturan Gubemur Nomor ............... ahun .............
Yaitu : "

.............................................................................................................................

3. Sesuai n ketentuan yang berfaku perusahaan Saudara telah mendapat

peringatan 3 (tiga) kali :

a. Peringatan| tanggal ..........ccoveeeeeeecmrninn NOMOT ..
8. Peringatan 1l tanggal .........coecreecccveererrrens e NOTIOT oo,
b. Peringatan N1 tanggal .......c...ccccvvimreeeecee e d NOMOT oo,

4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesua dengg; Peraturan
n

Gubemur Nomger .......... Tahun ........... Pagal ...... huruf
dengan ini diberitabukan bahwa tethitung mulal dari

PETTTTTS

transportasi.

ini Perusahaan Sa

5. Bilamana sambaiat &) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pembekuan
(Lﬁaga belum dapar?g memenuhi keteuy?tuan torkait
dengan angka 2 (dua) torsebut di atas, meka Surat lzin a Jasa

Pengurusan Transportasi (SIUJPT) Saudara akan saya cabut.
6. Demiklan agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

KEPALA DINAS PERHUBLUNGAN
PROVINSI DI JAKARTA,
S

Tembusan :
1. Dirjen Perhubungan Laut
2. Dijen Perhubungan Udara
3 Adpa T r'uh ino Priok. Manunda, Sunda Kel

. anjung Priok, Marunda, Sunda Ko
5. Adgglndara ggn-atta e
6. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok
7. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekamo-Hatta
8. Ketua DPW Gafeksi {(INFA) DKI Jakarta

GUBERNUR PRQVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKIDTA JAKARTA,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| dikeluarkan surat
ini Perusahaan Saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengurusan

=




Lampiran VIl : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 123 TAHUN 2010
Tanggal 25 Juni 2010

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI DAERAH

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR
TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHAJASA PENGURUSAN TRANSPORTASI {SIVJPT)

l I --------------------------------------------------

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan ;

-l
]

b
M

bahwa PT ...oocvieeeee, sebagal Perusahaan Jasa Pengurusan
Transportasi  tidak  melaksanakan kewajiban  menyampalkan

e KOpRda Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
sahingga trdak mamenuhl ketentuan Peraturan Gmamur Provinsl DKI
Jakarta Nomor ......ccccee.o..... Tahun .............. Pagal .......... huruf ...

bahwa kepada perusahaan tersebut telah diberikan surat peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-tunut, disusul dengan Surat Pembekuan
Izin Usaha Nomor .............oc....... tanggal ...

bahwa dengan sehubungan hal tersebut di atas, dipandang periu untuk
mencabut Surat 1zin Usaha Jasa Pengumsan Transportasn {SIUJF'T)
PT e e Nomor.... «..tanggal ... errrannensenn

Peraturan Gubemur Nomor ... Tahun .......... tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;

Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DK! Jakarta tanggal ...
NOmMOr ........ccvceees hal Peringatan Pertama;

Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tanggal ...
Nomor ... .. hal Peringatan Kedua:

Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DK Jakarta tanggal ...
Nomor ... hal Peringatan Ketiga;

Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tanggal ...

Nomofr ............ hal Penngatan tentang Pembekuan Izin Usaha Jasa
Pengumsan Transpurtasr PT .. v .. tanggal ..
Nomor ..




2
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA
TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA JASA PENGURUSAN
TRANSPORTASI (SIUIPT) PT ...vviouvieiiiieresnsseeessosmsrsssssessesssimessseseseeeen

PERTAMA, : Mencabut Sumat lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi  (SIUJPT)
PT eevvisssstecneicae.., yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor .......... tanggal ....................
dengan data sebagai berikut :

a. Narna Perusahaan N o SO
b. Alamat Domisil DI e et e e
¢. Nomor/Tanggal SIUJPT - PR 7 ) '+ s | IO
d. Nama Pemitik R

e. Alamat

f. NPWP

KEDUA PPT e, diwa)ibkan untuk mengembalikan Swat !zin
Usaha Jasa Pengurusan Transporasi (SIUJPT} yang asli kepada Kepala
Binas Perhubungan Provins! DK) Jakarta,

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan inl mulal beriaku sejak tanggal
ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan
diadakan pembetulan saperunya.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA,
..... S —
- Tembusan ;

1. Dirjen Perhubungan Laut

2. Dirjen Perhubungan Udara

3. Dirjen Perhubungan Darat

4. Adpel Tanjung Prick, Marunda, Sunda Kelapa

5. Adbandara Soetta

6. Kakanwil Dilen Pajak Depkeu DK Jakarta

7. Kepaia Kantor Pelayanan Bea dan Cukal Pelabuhan Tanjung Priok

8. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekamo-Hatta

9. Ketua DPW Gafeksi (INFA) DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS




